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RINGKASAN 

 

 

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia masih menyimpan persoalan mendasar 

mengenai perlindungan hak-hak pekerja, terutama dalam aspek pengupahan. Salah 

satu permasalahan yang paling krusial dan berulang adalah pelanggaran terhadap 

ketentuan upah minimum oleh pengusaha, baik di sektor formal maupun informal. 

Meskipun secara normatif negara telah menetapkan standar minimum pengupahan 

melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 

diperbarui oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang dan peraturan turunannya, implementasi dari kebijakan 

tersebut belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Fenomena ini menunjukkan 

adanya ketimpangan struktural dalam hubungan industrial, sekaligus 

memperlihatkan lemahnya fungsi kontrol dan penegakan hukum oleh negara. 

Ketika mekanisme administratif dianggap tidak cukup, pendekatan pidana 

seharusnya hadir sebagai upaya korektif sekaligus represif terhadap pelanggaran 

hak normatif pekerja. Namun demikian, penerapan sanksi pidana dalam 

pelanggaran upah minimum masih jarang dilakukan dan kerap tidak berdampak 

signifikan terhadap kepatuhan pengusaha. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat 

dari urgensi untuk menelaah sejauh mana hukum pidana dapat berfungsi secara 

efektif dan adil dalam menjamin hak pekerja atas upah minimum, tanpa 

mengorbankan kepastian hukum bagi pelaku usaha. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif posisi dan fungsi 

upah minimum sebagai instrumen perlindungan hak dasar pekerja berdasarkan 

prinsip keadilan dalam sistem hukum ketenagakerjaan. Tujuan lainnya adalah untuk 

mengkaji model penegakan hukum pidana yang ideal terhadap pelanggaran upah 

minimum, yang mampu menyeimbangkan antara keadilan substantif bagi pekerja 

dan kepastian hukum bagi pengusaha. Penelitian ini diharapkan memberikan 

kontribusi teoritik terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum 

ketenagakerjaan, serta secara praktis menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, 

penegak hukum, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan 

strategi penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Di samping itu, hasil 

penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan dorongan bagi pembentukan 

sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap 

pelanggaran upah minimum di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) 

dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan 



viii 

 

kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum 

primer seperti undang-undang dan peraturan pelaksana, serta bahan hukum 

sekunder berupa doktrin, buku, dan jurnal hukum yang relevan. Penelitian ini juga 

menganalisis beberapa putusan pengadilan dan laporan pelaksanaan pengawasan 

ketenagakerjaan untuk memberikan gambaran empiris yang dapat mendukung 

argumentasi hukum secara normatif. Seluruh data dianalisis dengan menggunakan 

teknik penalaran hukum deduktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan norma-

norma yang berlaku serta prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana dan 

ketenagakerjaan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum merupakan instrumen yuridis 

yang sangat penting dalam menjamin keadilan distributif dan kesejahteraan 

minimum bagi pekerja. Akan tetapi, efektivitasnya sangat ditentukan oleh adanya 

penegakan hukum yang konsisten dan proporsional. Penegakan hukum pidana 

dalam kasus pelanggaran upah minimum terbukti masih minim dan tidak 

memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku usaha. Hal ini disebabkan oleh 

sejumlah faktor, antara lain tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya 

koordinasi antar penegak hukum dan pengawas ketenagakerjaan, serta ketiadaan 

sistem terpadu dalam pelaporan dan penindakan. Oleh karena itu, diperlukan model 

penegakan hukum pidana yang ideal yang berbasis pada keadilan substantif, yaitu 

tidak hanya menindak pelanggaran tetapi juga memulihkan hak-hak pekerja, 

dengan tetap menjaga kepastian hukum dan perlakuan adil bagi pengusaha. Sinergi 

antara lembaga penegak hukum dan kelembagaan ketenagakerjaan menjadi syarat 

mutlak dalam mewujudkan sistem hukum ketenagakerjaan yang berfungsi secara 

efektif dalam menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian. 
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ABSTRAK 

 

 

Kata Kunci: Hukum Pidana, Upah Minimum, Prinsip Keadilan 

 

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Pidana terhadap Kepatuhan Pengusaha 

dalam Pelaksanaan Upah Minimum Berdasarkan Prinsip Keadilan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi upah minimum bagi pekerja serta 

merumuskan model penegakan hukum pidana yang ideal dalam menjamin 

kepatuhan pengusaha terhadap ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan 

metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan 

konseptual, dan pendekatan kasus. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum pidana ketenagakerjaan 

dan manfaat praktis bagi penegak hukum serta perumus kebijakan ketenagakerjaan. 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa upah minimum memiliki posisi strategis sebagai 

instrumen hukum yang menjamin perlindungan hak dasar pekerja. Dalam 

perspektif keadilan, upah minimum menjadi perwujudan prinsip keadilan distributif 

yang menyeimbangkan posisi antara pekerja dan pengusaha. Penetapan upah 

minimum merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa 

setiap pekerja menerima upah yang layak untuk hidup manusiawi. Oleh karena itu, 

pelanggaran terhadap ketentuan ini bukan hanya pelanggaran administratif, 

melainkan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial. 

 

Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran upah minimum perlu dilakukan 

secara proporsional, integratif, dan menjunjung tinggi keadilan substantif. Model 

penegakan hukum yang ideal adalah yang mampu memberikan efek jera bagi 

pengusaha yang melanggar, memulihkan hak pekerja, dan sekaligus menjamin 

kepastian hukum dalam proses penegakannya. Dengan sinergi antar lembaga 

penegak hukum dan lembaga ketenagakerjaan, serta dukungan regulasi yang tegas 

dan tidak multitafsir, maka hukum pidana dapat berfungsi sebagai alat perlindungan 

yang efektif dalam hubungan industrial di Indonesia. 
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ABSTRACT 

 

 

Keywords: Criminal Law, Minimum Wage, Principle of Justice 

 

 

This thesis is entitled Criminal Law Enforcement on Employer Compliance in the 

Implementation of Minimum Wages Based on the Principle of Justice. The primary 

objective of this research is to analyze the urgency of minimum wage as a 

fundamental right of workers and to formulate an ideal model of criminal law 

enforcement to ensure employer compliance with minimum wage regulations. This 

study employs a normative juridical method by applying statutory, conceptual, and 

case approaches. The research is expected to provide theoretical contributions to 

the development of criminal labor law and offer practical insights for law 

enforcement officials and labor policy makers in Indonesia. 

 

The findings reveal that minimum wage regulations serve as a critical legal 

instrument for protecting the basic rights of workers. From the perspective of 

justice, the minimum wage embodies the principle of distributive justice by ensuring 

fair compensation and correcting structural imbalances in industrial relations. The 

obligation to pay a minimum wage reflects the State’s responsibility to guarantee a 

decent standard of living for workers. Therefore, violations of minimum wage 

provisions should not be viewed merely as administrative infractions but as 

infringements of constitutional and social justice principles. 

 

An ideal model of criminal law enforcement in the context of minimum wage 

violations must be implemented proportionally, collaboratively, and in line with the 

concept of substantive justice. Enforcement must not only serve as a deterrent to 

non-compliant employers but also as a mechanism to restore the rights of affected 

workers and uphold legal certainty. Through effective synergy among law 

enforcement institutions and labor authorities, supported by clear, firm, and 

consistent regulations, criminal law can function as an effective instrument of 

protection and justice within Indonesia’s industrial relations framework. 
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